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PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

i Kerwazgn Pewmerinraron No. 1 A Kode P 377602

TOBELO

SURAT KEPUTLISAN
Nomor @ 420.8 / 862.b /SK.008.h / 2015

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMK HEIN NAMOTEMO ]
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Membaca 1 a. Surat Permohonan Izin Penyelengara Pendidikan Sekolah
Menegah Kejuruan (SME) HEIN NAMOTEMO
Momar : 020/13/SP/P-YHNI/X/2015 Tanggal 13 April 2015.
b. Hasil Studi Kelayakan Lokasi, oleh Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 20 April dan
13 Mei 2015

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10
ayat 3 tentang tata cara pemberian izin 50,SMP,5MA dan SMK
yang diselengarakan oleh masyarakat maka Yayasan Hein
Namotemo Indonesia dipandang t®lah memenuhl syarat untuk
menyelenggarakan pendidikan  Sekolah Menegah  Kejuruan
{SMK) HEIN NAMOTEMO

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan pada dicium 1 huruf a,

periu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah

' Menegah Kejuruan (SMK HEIN NAMOTEMO) di Desa Gamsungi
Kec. Tobelo.

Mengingat : 1. Undang-undang RI  Momor 46 Tabhun 1959 tentang
Pembentukan Propinsi Maluke Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Yembaran Negara Ri
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3895);

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara [Lembaran Megara RL
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor
4264}

3. Undang-undang RI Momor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara RL Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-undang RI Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301);.

5. Undang-undang RI  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  ffembaan



10.

11.

12.

13.

14,

15,

16,

17.

1B.

19,

Ty

Undang-undang RI MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintanan Caerah;

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan 4ntara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan
Ltembaran Megara Ri. Noror 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Lembaran Megara RY.
Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara R
Normar 4737},

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun
2005  Nomor 140, Tambafhan Lembaran Megara BRI Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah RI. Nomer 23 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menegah [lembaran Negars RI Tahun 1990
Nomar 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib
Belajar,

Peraturan Pemerintah Momor 66 Thun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan -

Peraturan Pemerintah MNomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masional -

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
MNasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Shrategis Kementrian Pendidikan Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang 5tandar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Daerah,;

Peraturan Menter Pendidikan Nasional Momor 19 Tahun 2007
tentang Standar Penifaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan,

Parstiirss Pomarnrntabl Blamearer A9 Fesbkom 0089 fambamm



Menetapkan

Fesalu

21, Peraturan Menter Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolzan Pendidikan Oleh Pemerintah
Daerah,;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
tentang Sistern Penjaminan Mutu Pendidikan;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 39 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kesiswaas,

24. Peraturan Menterl Pendidikan Masional Momor 28 Tahun 2009
tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menegah
Kejuruan (SMEK) Madrasah Allyah (MAK) ~

25, Peraturan Menter Pendidikan MNasional Nomaor 40 Tahun 2008
tentang standar sarana dan prasarana SME/MAK ;

26. Pergturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor & Tahun
2005 tentang Pemberukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara fLembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor &),

MEUTUSKAN

Memberikan izin kepada

MNama : Yayasan Hein Namotemo [ndanesia (YHNI) Sekalah
Menegah Kejuruan (SMK) HEIN NAMOTEMO
Kabupaten Halmahera Utara.

Alamat : Desa Gamsungi  Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara.
1In. Kawasan Pemerintahan, Kompleks Vak I Tobelo

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

MNama : SMK HEIN NAMOTEMO

Alamat : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara.
Jin. Kawasan Pemerintahan, Kompleks Vak [ Tobelo



Kedua : Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Hein Namotemo dapat
melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KEM) mulal Tahun
Pelajaran 2015/2016.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang
berialus datam proses Penyelenggaraan sekolah sebagaimana
diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momor 36 Tahun 2014 maka pemberian izin “akan dicabut”

Keempat : Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabelo

Pada Tanggal 213 Mej 2015

3 KEPALA A5;1

Drs. ON Y. KUTANL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA IV.C
NIP. 196001111993031002

Tembusan disampaikan kepada:
Yth 1. Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Prapinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo {sebagai laporan)
4, Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
6. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tobelo
7. Kepala Kantor Camat Tobelo
8. Ketua Yayasan Hein Namotemo Indonesia (YHNI) Sekolah Menegah Kejuruan

{SMK} HEIN NAMOTEMO.



